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KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku Hukum Lingkungan
Pada dasarnya buku Hukum Lingkungan ini ditujukan kepada mahasiswa
sebagai salah satu pedoman yang menunjang pembelajaran mahasiswa.
Lingkungan didefinisikan sebagai sesuatu hal yang luas mencakup
keseluruhan daya, keadaan, benda dan yang paling utama ialah makhluk
hidup. Harapan lain dari penulis dilihat dari sudut pandang lingkungan hidup
adalah timbulnya kesadaran manusia khususnya mahasiswa dalam menjaga
kelestarian lingkungan. Adapun keberadaan buku Hukum Lingkungan ini
diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan masyarakat secara umum
terhadap regulasi peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup di
Indonesia.

Terbitnya buku Hukum Lingkungan ini, tidak terlepas dari kuatnya
Kerjasama tim serta dukungan penuh pihak-pihak yang terlibat dalam
pembuatan buku ini. Penulis ucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak
terkait yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu dalam hal mendukung
lancarnya pembuatan buku ajar ini mulai dari proses penulisan, pengeditan,
hingga proses cetak,.

Penulis sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh
dari sempurna terkait penerbitan buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar
pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ini agar kami
dapat terus meningkatkan kualitas buku. Demikian buku ajar ini penulis buat,
dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga
mendapatkan wawasan mengenai Hukum Lingkungan serta dapat
bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Penulis
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BAB

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG LAHIRNYA DISIPLIN HUKUM LINGKUNGAN DAN
KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP DI TINGKAT GLOBAL DAN
NASIONAL
Hukum lingkungan merupakan bidang studi yang terus berkembang, yang

mengikuti perkembangan masyarakat dan obyek yang dipelajari pun
mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik dalam scope Nasional,
Regional maupun Global, dan rumit. Disamping itu materi Hukum Lingkungan
merupakan disiplin ilmu yang sangat penting sekali mengingat peranannya
dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusakan dan pencemaran
lingkungan yang semakin parah. Hukum lingkungan dalam lingkup disiplin
ilmu hukum yang mempunyai ruang lingkup yang sangat komplek. Artinya
pengkajian hukum lingkungan pendekatannya tidak cukup dilakukan melalui
satu aspek hukum saja, melainkan dengan multidisipliner.*

Hukum lingkungan bisa dimasukkan ke dalam berbagai aspek hukum yang
ada, sehingga Hukum Lingkungan tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu
bidang hukum berdasarkan pada pembagian hukum klasik yang ada. Sebagai
Hukum yang multidisipliner, maka ada tiga aspek dalam Hukum Lingkungan,
yaitu: yang pertama ada Aspek Perdata, kedua Aspek Pidana, dan Aspek
Administrasi. Pembahasan Hukum Lingkungan dimulai dengan sejarah
perkembangannya yang dimulai dari Revolusi Industri 1899 dengan berbagai
peraturan yang ada setelah lahirnya revolusi tersebut. yang dalam sejarahnya
mempunyai andil yang sangat besar bagi perkembangan Hukum Lingkungan
Regional yang berkembang cukup berati. Kemudian dilanjutkan dengan

! (Putri Atmaja, Hukum Lingkungan, https://www.academia.edu/33438039/
hukum_lingkungan.docx di akses tanggal 16 September 2022 Pukul 17.10 WIB)
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PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. INSTRUMEN - INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN

Persoalan lingkungan adalah persoalan vyang sangat komplek.
Kompleksitas persoalan lingkungan memerlukan penyelesaian dari berbagai
disiplin ilmu. Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planalogis,
teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. * Daud Silalahi
mengungkapkan: pemecahan masalah hukum dalam pembangunan tidak
dapat lagi dilakukan dengan pendekatan suatu disiplin ilmu saja (mono
disipliner) yang bebas dari pengaruh ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu,
penguasaan hukum yang mengatur lingkungan dalam pembangunan
mengharuskan kita menguasai pula ilmu-ilmu yang relevan, misalnya
ekonomi, sosial-budaya, planalogi, hidrologi, kimia, dan biologi.”

Munadjat Danusaputro menyatakan salah satu alat yang kuat dan ampuh
dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum vyang mengatur
perlindungan lingkungan hidup.? Hukum yang dimaksud adalah hukum
lingkungan (environmental law atau milieurecht). Hukum lingkungan adalah
instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.?® Sesuai dengan UU No.

> Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan
Nasional, Airlangga Universityt Press, 1996. Hal 1

*® Daud Silalahi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum
Lingkungan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1995). Hal 3

?’Buku | Umum. Jakarta Danusaputro, Munajat., “Hukum Lingkungan Buku | :
Umum / St. Munadjat Danusaputro,” Lingkungan Hidup, Kemakmuran, Masyarakat
KONSEP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENUJU KEMAKMURAN MASYARAKAT
1, no. Jakarta : Binacipta (1985). Hal 69-70

%% Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, 17th ed. (Yogyakarta:
Gajahmada University Press, 1999). Hal 38-39
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PENGENDALIAN LINGKUNGAN

A. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Air merupakan sumber daya alam eminen yang dibutuhkan makhluk
hidup khususnya manusia. Menurut Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menyebutkan bahwa:
“air adalah semua yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah
permukaan air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Air
permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Air
tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah”

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam vital bagi
seluruh kehidupan makhluk hidup khususnya manusia. Dewasa ini manusia
memanfaatkan sumber daya air bukan semata-mata digunakan untuk
memenuhi kebutuhan primer meliputi pemenuhan kebutuhan konsumsi
maupun kebutuhan rumah tangga sehari-hari (memasak, minum, mencuci,
mandi, dan lain sebagainya) melainkan juga digunakan untuk memenuhi
kebutuhan sektor pertanian, perindustrian, domestik serta sektor lainnya.
Sumber daya air berperan penting bagi sektor pertanian dan perkebunan
terutama untuk pengairan lahan. Sementara pada sektor kebutuhan domestik
sumber daya air digunakan untuk memproduksi berbagai produk seperti
deterjen, kain, makanan, dan produk lainnya yang proses produksinya
memerlukan air. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya air juga menjadi
salah satu penyokong perekonomian Indonesia.

Pada kondisi ini, penggunaan sumber daya air terus mengalami
peningkatan tiap tahunnya seiring dengan meningkatnya populasi penduduk
serta kebutuhan konsumsi air di dunia. Adanya ketimpangan antara
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PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

A. PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

Jimly Asshiddigie mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses
dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum
secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-
hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *°
Sedangkan pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah
suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi
kenyataan, definisi keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan
pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.
Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan
hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu
dijalankan.'®

Istilah penegakan hukum berasal dari dua kata yaitu “penegakan” dan
“hukum”. Istilah “penegakan” didefinisikan sebagai suatu proses, cara,
perbuatan untuk menegakkan. Arti kata menegakkan sendiri dapat diartikan
sebagai suatu usaha untuk mendirikan menjadikan (menyebabkan) tegak,
memelihara dan mempertahankan. Maka demikian secara bahasa istilah
“penegakan hukum” dapat diartikan sebagai suatu cara terhadap suatu usaha
untuk menjadikan, menyebabkan, mempertahankan dan memelihara hukum,
sedangkan pada definisi hukum sendiri memiliki arti yang beragam, akan
tetapi secara bahasa dapat diartikan sebagai:

). Asshiddigie, “Penegakan Hukum,” 2016. Hal 1
100 Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta:
Genta Publishing, 2009). Hal 25
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ruang lingkup yang sangat komplek. Artinya pengkajian hukum
lingkungan pendekatannya tidak cukup dilakukan melalui satu
aspek hukum saja, melainkan menggunakan pendekatan multidisiplinner.
Dalam buku hukum lingkungan ini menjelaskan mengenai pentingnya
kesadaran masyarakat terutama pemerintah akan pelestarian lingkungan
hidup, sebagai akibat dari adanya kekhawatiran terjadinya kerusakan dan
pencemaran lingkungan hidup yang mengancam, bukan hanya
kesehatan, namun bahkan sampai kepada kelangsungan hidup manusia
serta keturunannya. Hukum Lingkungan ini menjelaskan mengenai cara
yang dilakukan pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang
berkaitan bagaimana cara pemerintah mengidentifikasi keadaan
lingkungan, memahami struktur dan fungsi dari lingkungan tersebut, serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembuatan
kebijakan lingkungan. Sejatinya langkah perlindungan dan pengendalian
pencemaran lingkungan senantiasa mengalami perkembangan baik
melalui peran tokoh masyarakat ataupun pemerintah, namun melalui
penjelasan buku hukum lingkungan ini, dapat menyadarkan masyarakat
akan pentingnya pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan
baik di darat, laut, dan udara. Ruang lingkup Hukum Lingkungan
diantaranya sebagai berikut :
1. Latar belakang lahirnya Hukum Lingkungan;
2. Kedudukan dan ruang lingkup Hukum Lingkungan;
3. Kewenangan Kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di
Indonesia;
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Pengendalian Lingkungan, dan
6. Penegakan HukumLj
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